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ABSTRAK :

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 12
tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala daerah
mengajukan Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
Bahwa Rancangan Anggaran Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang di ajukan sebagaimana di maksud di
atas merupakn perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
tahun 2013 yang di jabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta
prioritas dan plafon Anggaran yang telah di sepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 21 Nopember 2012;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana di maksud di atas perlu
di tetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dari
Belanja Daerah kota Makassar Tahun Anggaran 2013.
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